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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan rekomendasi yang bisa di ambil dalam studi. Selain itu akan dibahas mengenai kelemahan studi dan studi lanjutan yang masih berhubungan dengan studi penelitian.
5.1
Kesimpulan

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan studi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut.

· Luas  total RTH Publik kota Bandung hanya sebesar 1.018,54 ha atau (6,1 %) dari luas keseluruhan Kota Bandung, ini mengindikasikan bahwa luas RTH Publik kota Bandung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yaitu sebesar 20% dari luas wilayah suatu kota. Sementara kondisi eksisting hanya 6,1% berarti Kota Bandung harus memenuhi kebutuhan RTH kotanya sebesar 13,9%.
· Kontribusi paling besar dalam penyediaan RTH Publik di Kota Bandung adalah Kawasan Bandung Utara (KBU) dan sabuk hijau kota, yang apabila diterapkan sesuai fungsinya dan dioptimalkan menjadi RTH mencapai luasan 1.139,27 Ha.
· Kebutuhan luasan RTH Publik berdasarkan luas wilayah. Kota Bandung membutuhkan lahan RTH Publik seluas 3.665 Hektar, apabila potensi RTH publik yang ada diimplementasikan menurut fungsinya seluas 3268,78 Ha. Maka penyediaan lahan tersebut hanya membutuhkan sisa RTH Publik sebesar 396,22 Ha untuk memenuhi standar RTH Publik perkotaan sebanyak 20%, ini mengindikasikan bahwa pemenuhan RTH Publik di Kota Bandung hampir 90% bisa dipenuhi. Langkah tersebut merupakan optimalisasi RTH Publik yang ada, meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya mengingat kebutuhan lahan di Kota Bandung terus meningkat sementara lahan yang tersedia semakin menipis.
· Lahan-lahan yang seharusnya menjadi RTH Publik disalahgunakan atau dipergunakan dengan tidak semestinya oleh yang tidak berhak, misalnya sempadan jalan dan sungai, sempadan rel kereta api, sempadan SUTET, dan beberapa area taman di Kota Bandung.
· Strategi kunci yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan RTH Publik di Kota Bandung sebesar 20% adalah dengan pengoptimalan RTH Publik eksisting sesuai dengan fungsinya.
5.2
Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang ada, maka pada sub bab ini akan diberikan beberapa usulan sebagai rekomendasi penanganan masalah penyediaan RTH Publik yang ada di wilayah studi yang sebelumnya sudah ada dalam sub bab analisis alternatif pemecahan masalah penyediaan RTH Publik Kota Bandung. Maka usulan yang dapat diberikan adalah Konsep Bioregion dalam Perencanaan Sistem Jejaring Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung
Bioregion adalah wilayah yang didefinisikan secara alami dari kesamaan fitur-fitur fisik bentang alam dan lingkungannya, seperti karakter bentuk muka bumi, topografi, batas daerah aliran sungai, ekosistem, karakter tanah, serta. Salah satu bentuk penerapan konsep bioregion pada Kota Bandung adalah dengan melihat Kota Bandung sebagai satu kesatuan dengan wilayah Cekungan Bandung.

Beberapa prinsip perencanaan sistem jejaring RTH Kota Bandung dengan konsep bioregion yang dapat direkomendasikan antara lain :

1. Konsep bioregion diterapkan untuk memastikan sistem jejaring RTH pada setiap skala ruang saling terhubung membentuk satu sistem jejaring RTH wilayah Kota Bandung secara menyeluruh.

2. Menetapkan suatu wilayah perkotaan Bandung yang terdiri dari tiga lapis skala ruang, yaitu :

a. Area pusat kota dan metropolitan, mencakup seluruh area dalam batas administrasi Kota Bandung

b. Area metropolitan dalam batas lingkar wilayah perkotaan, mencakup area antara perbatasan kawasan administrasi Kota Bandung hingga rangkaian pegunungan yang membatasi wilayah Cekungan Bandung

c. Area di luar batas lingkar wilayah perkotaan, mencakup kawasan pegunungan yang mengelilingi wilayah Cekungan Bandung dan area sekitarnya.

3.
Luasan RTH rencana pada masing-masing skala ruang dihitung menggunakan variabel kebutuhan sesuai penekanan fungsinya dengan mengacu pada faktor ekologis lingkungan sebagai pertimbangan utama, diikuti dengan faktor jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya.

5.3
Kelemahan Studi
· Tidak memperhatikan persepsi dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan RTH Publik.
· Beberapa hal yang belum dibahas dalam studi ini adalah strategi pengelolaan RTH yang dihasilkan belum disusun berdasarkan skala prioritas dalam pelaksanaannya dan belum diturunkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan RTH

5.4
Studi Lanjutan
Perumusan strategi yang telah dihasilkan pada studi ini masih bersifat makro. Perlu dilakukan studi lanjutan yang menyusun program-program pengembangan RTH secara lebih detail dan pembobotan prioritas untuk mengetahui strategi penyedian RTH yang paling efektif dan harus dilaksanakan terlebih dahulu. Dan yang kedua bisa dilakukan studi terhadap persepsi dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan RTH Publik. Studi ini dapat menjadi masukan dalam upaya pegembangan RTH Publik berbasis masyarakat.
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